
SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG

PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN
DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan
uang persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;

b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 201 dan
Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dsdam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur
jumlah SPP-UP dan SPP-GU serta SPP-TU bagi Organisasi
Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran
Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang
Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang
Persediaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2017;

1. Pasal Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010
Nomor 16);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 89);

12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 20179
(Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2017 Nomor 5).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH
SURAT PERMINTAAN PEMBATARAN UANG PERSEDIAAN,

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG

PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN

ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pel^sanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Bupati Kutai Kartanegara.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah
APBD Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan
rencana mengenai keuangan yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi atau
lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab
kepada Kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan
urusan Pemerintah Daerah.

6. Pejabat Pengelolaan Keuangan daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala satuan Keija Pengelolaan
Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
Bendahara Umum Daerah.

8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD.

9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala
Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan.

10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi OPD yang dipimpinnya.

11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
OPD.














